Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERASELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PAKATAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 60 Tahun 2007 tendang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

I.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

‘ingjmt U Sumatem Selatan (Lamharan Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tenteng Pembentulsan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Eembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah texakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambshan Lembaran Negara Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tabun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 144);
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Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Keputusan Presiden R Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik
Indonesia;

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Palseian Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang
Jenis Pakaian Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda
Pengenat dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri,

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil d Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

Pecatzran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Serie D);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tenfang

Organisasi dan Tata Kesja Diuas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Serie D);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatau Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Telanis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Serie D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PAKAJAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

> ow

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumsel
Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan

Pakaian Dinas adalah paleian seragam yang dipakai untuk memmjukkan
identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang bekerjadi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Afribut adatah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengleapan pakaian yang dikenakan
Pegawai Negeri Sipil sesuai denganjenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang,
kaos kaki. dan sepatu beserta atributnya
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BAB I
PAXAXAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian dinas di lingkungan Pemezintah Provinsi terdiri dari:

Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
Pakaian Sipil Har:an disingkat PSH;
Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

oaoow

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fimgsi untuk menunjukkan
identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4
(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas
sehari-hari.
(2) PDH terdiri dari :
a. PDH Pria:

1. keme ja lengan pendek, berlidah bahu, wama khaki;
2. ceiana panjang warna khaki ; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:
1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki,
2, rok 15 cm di bawah lutut wamakhaki; dan
3. sepatu pantovel! warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Bagi Pemawai Golongan 1V/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memaleai
PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari
maupun untuk keperluan lainnya yang betsifat umum.

(2) PSH Pria:

a. jas lengan pendek dan celana panjang wama sama;

b. leher berdiri dan terbuka;

c. tigasaku, satu atas lairi dan dua bawah kanan d« kiri: dan
d. kancing lima bawah



(3) PSH Wanita :

a. jas wama lengan pendek dan 10k 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. lcher berdiri dan terbuka;

c. tiga saku. satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan haril menyesuaikan

Q- ¢

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadin upacara

yang bukan upacara kenegaraan, menerima tarnu-tamu luar negeri dan dipakai di malam
bari.

(2) PSR Pria :

a. jas lengan panjang dan celana panjang wama sama;
b. leher berdiri dan terbuka;

c. tiga saku,satu atas kiri dan dua bawah kanan dan ki3,
d. kancing lima buah.

(3) PSR Wanita :

a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. leher berdifi @an terbiika;

c. tiga saku.satu atas kiti dan dua bawah kanan dan kiri;
d. kancing lima buah.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 7

(1) PSL sebageimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi
kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL Pria:

a. jas wara gelap;
b. celana panjang warna sama,
c. kemeja dengan dasi;

(3) PSL Wanita :

a. jas warna gelap;
b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
¢. kemeja dengan dasi;

{4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
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Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas L apangan

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjatanisan tugas
operasional di tapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Priadan wanita

a. bajulengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. celanapanjang semata kals warna khaki;
c. sepatu kulit wama hitam

(3) PDL wanita bersilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis
operasional di lapangan.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran  Peraturan Gubemur ini

BABIII
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Afribut Pakaian Dinas

Pasat 10
Anwribut pakaian dinas terdiri dari :
a. lencana KORPRI;
b. tanda jasa;
C. papan nama,
d. nama Pemerintah Provinsi ;
e. lambang daerah Provinsi ;
f. tanda pengenal.
Bagian Kedua
Lencana Koipri
Pasal 11

() Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipakai pada semua
jenis pakaian dinas.

(2) 1encana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH terbuat dxti bahan
fogam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir wama kuning
emas.

(3) Lencana koipri dipakai di dada sebelah kiri.
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Bagian Ketiga
Tanda Jasa

Pasal 12

(1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12 huruf b, men:pakan atribut
kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetdiri dari:

a, pisa tanda jasa;
b. bintang tanda jasa.

(3) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebetah kiri di atas saku, jaraknya di
sesuatkan dengan jumiah tanda jasa dan bintangtanda jasa.

Bagian Keempat
Papan Nama

Pasat 13

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢, menunjukkac nama
seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

a.bahan dasar ebonit/ plastic,warna hitam dengan tulisan warna putih wvntuk PDH; dan
b.bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kelirna
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 14

(1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huraf d
menunjukkan tempat keyja.

(2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah
bahu.

(3) Bahan daser nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis
PEMPR®V. SUMSEL

Bagian Keenam
Lambang Daerah Provinsi

Pasal 15

(1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e
menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas
Provinsi.

(2) Lambang Daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama
Pemerintah Provinsi .

(3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan
Jahitan bordir yang bentuk. warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan.
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Bagian Ketijzih
Tanda Pengenal
Pasal 16

(1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f untuk
mengetabui identitas seorang pegawai.

{2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleb pegawai dalam menjalankaan tugas.

(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada
kantong/saku baju sebelah kiri di bawah Lencana Korpri.

Pasal 17

(1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus Jaminating plastik.
(2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuraa:

a.kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5
cm dan lebar 4.5 cm;

b.plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3¢m.

Pasal 18

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :

a. Bagian depas :
1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
1 \nmtang, ascah:,
3. nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
4. nama Unit Organisasi.

b. Bagian belakang ;
1. nama pegawai;
2. nomor induk pegawai (NTP);
3. eselonjabasan swrukhural atau namajabasan fungsional;
4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat mengeluarkan;
8. tanda sengan pejabat yang mengeluarkan;
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan

Pasal 19

(1) Wama dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan pada
jabammn yang dijabat oleb pegawai.
(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdisi dari :
a. warna coklat untuk pejabat eselon [;
b. wama merah untuk pejabat eselon IT;
¢. wama bin: untuk pejabat esclon Iil;
d. warna hijau untuk pejabat eseion 1V;
e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
f. warpa orange untuk pegawainon eselon;
g.wama abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
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Pasal 20

Bentuk dan model awibut paleaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum
dalam Lampiran 11 Peraturan Gubernur ini.

BABIYV
PEMAKAIJAN ATRIBUT

Pasal 21

(1) Atribut PDH di lingkungan Pemerinsah Provinsi terdiri atas nama dan lambang daerah
Provinsi, [ encana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

(2) Atribut PSH terdixi atas papan nama, lencana Kopri dan tanda pengenal
(3) Awibut PSR hanya papan nama.
(4) PSL tidak memakai atribut.

(5) Awibut PDL di lingkungan Pemerinteh Provinsi terdiri atas nama dan lambang daerah
Provinsi , Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 22

Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat memakai logo dan nama Satuan
Keria Perangkat Daerah pada pakaian dinas.

BABY
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Provinsi dilakukan oleh
Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

{1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan
ditetapkan oleh Gubernur untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi .

(2) Penggunaan batik, tenun ileat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Provinsi
ditetapkan oleh Gubemur.
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PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR : 33 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 SERTEMBER 2008

LAMPIRAN [ :

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. PAKAIAN DINAS HARLAN

1. PBH PRIA

Kelgrangan !
a lidsh dakuy h Lencana kogi.
b. Kanc m dslu. 1, Nama @epdayd
¢ Papah aoma . Lamdang Depdagn.
d. Saku baju « Yanda pengensl,
e. kat paggag L Samdungsn dahu

f. Saku celgna depan
g. Kean haju.

m. engas f€n ang
n. Sak( eelaria belakeng.



2. PDH WANITA.

Kehyangsn :

a Pagan nama. d iencsi= Kepa
b. Kenang baf ¢ Nama Depdagri
¢. Kroh rebsh ¢ Lambarig Oepdagn

g Tanda pengenal.
h, Saku depan
1, Cefana panjang.

—2-
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3. PDH WANTTA BERJILBAB.

Keterangen

a,Papaii nama
b, Katicing San.
¢. Kenidurg.

d. Keah rebah.

€. Lancana Kompi
1 Nana Depdagri
g. Lambang Depdagn

h. Tanda pengenal
i. Saky depan.
} Celana Pan/ang.

BT



4. PDH WANITA HAMIL.

EBelakang
] Papapnanga . Lencana Komd, h_Tanda pengenal
bKan_rxgbapl f. Mama Depdagr. i Fiui belaeng.
~ o« — S darbapadlprenn p VR HaipeYy

4. Kraj retssh,

R |11



B. PAKAIAN SIPIL HARIAN PSH).

1. PSH PRIA

Kedersagan :
3. Kah Bendin, d. Tz pangmo ! g.Pepan riarna
b.  Lencana Kopn, 1. Ssky bawah dengan (utup
Sakhap depan. 1 Karcing

i ! PPt I



2. PSH WANITA

\ |
\!

Keterangen

a. Kiah Berdin. d. Tandan pengenal

b. Lencana Koipei. ¢. Saku baeah dengen tutup.
c.-Sakubaju depan. f. Kancing.

g Papan pnarma.



3. PSH WANITA BERIWBAB

Keterzngan
a. Krah Berdiri. e. Salo) bawah dengan tutup
b. Lencana Korpr.. f. Kancing
c. Saku baju depan. d. Tandan pengenal
g. Papan nama,
=7-
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4. PSH WANITA HAMIL,

= Ketcrangan
a. Krah Berdir!. d. Tanda pengenal Kancing
b. Lencana Kerpri ¢ Kancing
¢. Saku baju depan f Papannama



C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA

Ketaangon .

a Krab Oerdh d. 76708 pegeal

b. Lencra Kol 9 Suky tawah Gengan kg,
c.Saw daps dzpan t Koy

g Papan ramg,



2. PSR WANITA

E
Keterangano
a. Krah rebah e. Saku bawah dengan tmitup.
b. lencena Rerp:i. f. Kancing
¢.” Salcu baju atas. g. Papan Nama.

d. Tanda pengenal.

-10-
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3. PSR WANITA BERJILBAB.

4
Keterangan :
a. Krah rcbah, ¢. Saku bawah demgan tatup.
b. Lencana Korpr: f. Kancing
c. Szku baju atas. g Papan Nama.
d. Tanda pengenal.

=11-



4. PS® WANITA HAMIL,

Keterangan

a. Krah rebat, d. Tamda pengenal.
. Lencana Ko1pri. e kencing

¢. Saku bajuabas. f Papan nama

~12-



D. PARAIAN SIPIL LENGKAP {PSL)

i. PSL PRIA
N
N
I
uJ Ll
Keteangao :
a. Kem¢ja warna putih. d. Saku aes jas
b. Dasi. e. Saku hawah jas dengan tutuip
c. Lengap panjang. f. Kandng,

15—
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2. PSL WANITA

Meterangan :
a. Kempeja warna puth d. Ssku atas jas.
b Basi. e. Saku bawah jas dengan tutup.
¢. Lengan pasyang f Kancing

—14=



3. PSL WANITA BERJILBAB.

sterangan :
a, Kemeja warna puth. d. Saku atasjas.
b. Wasi ; €. Saku bawah jas dengan tutup.
¢. Lengan pamyang. f. Kancing,

-15—-



PSL WANITA HAMIL

Keterangan
e. Kemeja wams putin ¢. Lengan panjng
o Dasi d. Kanang:

-16m



E, PAKAIAN DINAS I APANGAN,

I. PELPRIA

Keterangan :
2. Lidsh sahu f. Salou depan ¥. I'anda Pengenal
b. Kancing paju g Krah baju (. Sambungan baju
c. Papan riama h_lencana Korpri m. Saiu belakang
d. Saku wsju i. Namapemda
e. Iket pin@gang j. lambang daeran proy,

=



2. PDL WANITA.

2. Lidah bahy
b. Kancing baj
¢ Papan nama

d. Saiaa baju g. Nama Pemxia
e Krah ceboh h. Lambang Daereh Prov
f. Lencana Xompri 1. Tenda Pangenal.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
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'LAMPIRAN It : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR : 35 TAHUN2008
TANGGAL : 2 Septexher 2008

A. LENCANA KORPRI

B. PAPAN NAMA

H MAKMUR IIZC“

-+ P

8CM

C. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMPROV.SUMSEI] I 1S CM

i B
o5 L

6CM



